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Kata kunci: Extended Slippery Slope Framework; Kepatuhan Pajak.

Pendahuluan

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang sudah cukup lama dihadapi oleh otoritas pajak. Isu-isu
kepatuhan pajak sering dihubungkan dengan pemeriksaan dan denda. Namun Slemrod (2019) menyatakan
bahwa penegakan kebijakan perpajakan dengan menggunakan instrumen pemeriksaan pajak, pelaporan
informasi, dan peraturan transaksi keuangan sebagai upaya mendorong kepatuhan pajak masih menjadi
bahan perdebatan. Kogler et al. (2015) menyatakan bahwa tindakan wajib pajak dalam melakukan
kecurangan tidak lagi hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh motivasi
intrinsik yang disebut dengan moral. Alm et al. (2022) juga menyatakan bahwa keputusan untuk membayar

pajak adalah keputusan yang kompleks, serta jauh lebih rumit daripada pendekatan ekonomi. Kepatuhan
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wajib pajak dapat diwujudkan dari perspektif hubungan yang dibangun antara wajib pajak dengan otoritas
pajak sebagai mitra (Mangoting, 2018). Lebih lanjut, Sudarma & Darmayasa (2018) menyatakan bahwa
dengan menggunakan nilai empati maka kita dapat memandang hubungan wajib pajak dengan otoritas
pajak merupakan hubungan timbal balik dimana kedua belah pihak saling membutuhkan, dan hubungan
tersebut berdasarkan kepercayaan (Cahyonowati et al., 2020).

Kepatuhan pajak sudah diteliti dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, hukum, psikologi,
akuntansi dan sosiologi (Cullis et al., 2012; Awang & Amran, 2014; Ritsatos, 2014; Mardhiah et al., 2019;
dan Darmayasa et al., 2022). Bidang penelitian yang dikenal sebagai psikologi pajak telah menjadi salah
satu disiplin ilmu yang paling sedikit diteliti hingga saat ini (Kekec, 2022). Namun terdapat salah satu
kerangka yang menggabungkan faktor sosial dan psikologi untuk menjelaskan kepatuhan pajak yakni
Slippery Slope Framework yang dikemukakan oleh Kirchler pada tahun 2007 (Gangl et al., 2015). Slippery
Slope Framework mengasumsikan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua kerangka utama, yakni
kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kekuasaan dari otoritas pajak (Alm et al., 2022). Hasil penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak ditunjukan dengan adanya dimensi kepercayaan
dan dimensi kekuasaan (Gobena & Marius, 2016; Kastlunger et al., 2013; Gangl et al., 2013; dan Prinz et
al., 2014), penelitian tersebut mendukung asumsi dari Slippery Slope Framework.

Penelitian mengenai Slippery Slope Framework memang sudah umum dilakukan di beberapa
negara (seperti Amalia, 2021; Tjondro et al., 2019; Batrancea et al., 2019; Andyarini et al., 2019; Ayuba et
al., 2018; Yasa & Martadinata, 2018; dan Faizal et al., 2017) dan bahkan lintas negara (seperti Gangl et al.,
2020; Mas’ud et al., 2019; Mas’ud et al., 2015; dan Mas’ud et al., 2014). Namun jika ditelaah lebih lanjut,
penelitian mengenai perilaku wajib pajak yang menggunakan variabel kekuasaan dan kepercayaan tidak
konsisten (Gangl et al., 2015). Inkonsistensi ini berasal dari konseptualisasi yang berbeda dari kekuasaan
dan kepercayaan serta dari operasionalisasi yang beragam dalam penelitian empiris (Gangl et al., 2015).
Oleh karena itu kerangka tersebut dimodifikasi sedemikian rupa oleh Gangl et al. (2015) agar dapat
menjelaskan lebih dalam atas dinamika kekuasaan otoritas dan kepercayaan terhadap otoritas. Gangl et al.
(2015) menyebut konsep yang mereka kemukakan dengan sebutan Extended Slippery Slope Framework.
Di Indonesia penelitian yang menggunakan konseptualisasi Extended Slippery Slope Framework sudah
pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan & Rodoni (2021). Namun penelitian
Ramadhan & Rodoni (2021) menggunakan desain penelitian non eksperimental dengan metode survei.
Sejauh pengetahuan penulis, di Indonesia belum pernah dilakukan penelitian yang menggunakan
konseptualisasi kekuasaan otoritas pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang di kemukakan oleh

Gangl et al. (2015) dengan menggunakan metode eksperimen, sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal
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tersebut. Lebih lanjut, dengan menggunakan metode eksperimen maka penulis dapat menemukan bukti-
bukti yang berkaitan dengan hubungan kausal antar variabel dengan terkontrol.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah. Pertama,
apakah efek kepercayaan implisit berbeda dengan kepercayaan berbasis alasan dalam mempengaruhi
kepatuhan pajak. Kedua, apakah efek kekuasaan legitimasi otoritas pajak berbeda dengan kekuasaan koersif
otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Ketiga, apakah kekuasaan otoritas dapat berinteraksi
dengan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan riset ini adalah
untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan diatas berdasarkan Extended Slippery Slope
Framework.

Penelitian ini diharapkan dapat berkonstribusi dalam menjelaskan dinamika antara variabel
kekuasaan otoritas pajak dan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak dari sudut pandang sosial dan
psikologi. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberi sudut pandang yang berbeda bagi pihak
otoritas pajak mengenai kepatuhan pajak, sehingga pihak otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan
pajak secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Munculnya Extended Slippery Slope Framework bermula dari Slippery Slope Framework. Pada
Slippery Slope Framework hanya mengkategorikan kekuasaan otoritas menjadi tinggi dan rendah serta
mengkategorikan kepercayaan terhadap otoritas menjadi tinggi dan rendah. Namun Gangl et al. (2015)
mengkategorikan kekuasaan otoritas menjadi kekuasaan legitimasi dan kekuasaan koersif, serta
mengkategorikan kepercayaan pada otoritas pajak menjadi kepercayaan berbasis alasan dan kepercayaan
implisit. Perbedaan yang dilakukan oleh Gangl et al. (2015) memberikan penjelasan lanjutan tentang
dinamika antara kekuasaan dan kepercayaan.

Kepercayaan implisit didefinisikan sebagai reaksi otomatis, tidak disengaja, dan tidak disadari
terhadap rangsangan seperti wajah atau suara yang ramah atau dokumen yang tampak resmi (Castelfranchi
& Falcone dalam Gangl et al., 2015). Kepercayaan implisit terjadi tanpa pengakuan secara sadar untuk
percaya dan dengan demikian, tanpa mempertimbangkan kompetensi atau niat dari lembaga resmi (Gangl
et al., 2015). Kepercayaan implisit merangkum faktor-faktor penentu kepatuhan pajak yang terkait dengan
pemasaran dan kampanye surat kabar (Cyan et al., 2017), norma sosial kejujuran pajak (Hallsworth et al.,
2017), dan persepsi identitas bersama yaitu patriotism (Gangl et al., 2016).

Kepercayaan berbasis alasan dihasilkan dari keputusan yang disengaja secara rasional yang

didasarkan pada empat kriteria: pencapaian tujuan; ketergantungan; faktor internal; dan faktor eksternal
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(Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Pertama, trustor mengevaluasi apakah pihak lain
mengejar tujuan yang penting bagi trustor. Kedua, dievaluasi apakah trustor bergantung pada pihak lain.
Ketiga, diperlukan evaluasi positif terhadap faktor internal pihak lain, yaitu kompetensi, kemauan, dan tidak
merugikan. Keempat, faktor eksternal dalam pengambilan keputusan meliputi persepsi peluang dan bahaya.
Kepercayaan berbasis alasan terkait dengan kompetensi yang dirasakan serta niat baik otoritas (Gangl et
al., 2013), dan persepsi kualitas kelembagaan dan tingkat korupsi (Cummings et al dalam Gangl et al.,
2015).

Kepercayaan implisit bekerja dengan cepat, mudah, asosiatif, sering kali dipenuhi emosi, diatur
oleh kebiasaan, dan sulit dikendalikan dan dimodifikasi. Sedangkan Kepercayaan berbasis alasan
didasarkan pada kognisi yang lambat, penuh usaha, bertahap, sengaja dikendalikan, relatif fleksibel dan
berpotensi diatur oleh aturan (Gangl et al., 2015). Reaksi otomatis pada kepercayaan implisit berasal dari
proses, memori pembelajaran asosiatif, terkondisi dan muncul dalam situasi yang terdapat identitas sosial
bersama (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Identitas sosial bersama berfungsi sebagai
rangsangan yang memicu persepsi bahwa praktik serta norma sosial tertentu dapat diandalkan dan bahwa
setiap orang, organisasi, atau otoritas yang termasuk dalam kategori ini dapat dipercaya (Castelfranchi &
Falcone dalam Gangl et al., 2015). Otoritas pajak yang dianggap termasuk dalam kelompok yang sama
dengan wajib pajak akan dievaluasi secara positif dan kepercayaan implisit lebih tinggi jika dibandingkan
dengan kepercayaan pada otoritas dari kategori lain (Tanis & Postmes dalam Gangl et al., 2015). Sehingga
peneliti berhipotesis sebagai berikut:

Hi: Kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit dibandingkan kepercayaan berbasis
alasan.

Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kekuatan otoritas pajak untuk menegakkan aturan dan
peraturan perpajakan (Darmayasa et al., 2022). Kekuasaan legitimasi didefinisikan sebagai persepsi bahwa
otoritas pajak bekerja berdasarkan landasan yang sah, keahlian dan penyediaan informasi, reputasi positif
sehingga meyakinkan pembayar pajak agar bekerja sama (Gangl et al., 2015). Kekuasaan legitimasi terkait
dengan transparansi dan keadilan, peraturan yang sah, suara dan partisipasi wajib pajak, penyediaan
informasi yang relevan, dan layanan yang mendukung (Gangl et al., 2013). Konsep kekuasaan koersif
menurut Gangl et al. (2015) didasarkan pada insentif dan paksaan. Individu yang tidak mematuhi aturan
pihak berwenang maka akan menghadapi biaya moneter, fisik, sosial, atau psikologis (misalnya, didenda
atau tidak menerima hadiah, dikeluarkan dari transaksi di masa depan). Namun penelitian yang dilakukan
oleh Bogataj et al., (2016) menyebutkan bahwa kekuasaan koersif yang agresif justru menurunkan

kepatuhan pajak.
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Kekuasaan koersif dipandang menekan dan menakutkan bagi wajib pajak. Sehingga melalui
kekuasaan koersif wajib pajak akan merasakan iklim permusuhan (Tjondro et al., 2019). Dengan demikian,
orang-orang yang berurusan dengan kekuatan koersif dapat segera merasakan emosi yang tinggi. Hal
tersebut juga sesuai dengan penelitian Enachescu et al. (2019) dan Olsen et al. (2018) yang menyatakan
bahwa jika wajib pajak menganggap penegakan kepatuhan pajak sebagai paksaan yang sewenang-wenang,
maka akan menimbulkan kemarahan dari wajib pajak. Mereka akan merasa marah, mengalami perlawanan
timbal balik, dan menunjukkan niat perilaku untuk berjuang demi kebebasan mereka (Sittenthaler et al.,
2015). Penelitian yang dilakukan oleh Bogataj et al. (2016) menyebutkan bahwa kekuasaan koersif yang
agresif justru menurunkan kepatuhan pajak. Lebih lanjut, Tsikas (2017) menyatakan bahwa kebijakan
pencegahan melalui pemeriksaan dan sanksi yang berat pada akhirnya dapat merusak kepatuhan pajak.

Sebaliknya, kekuasaan legitimasi dapat digunakan untuk merangkul dan menciptakan hubungan
sinergis antara wajib pajak dan pihak pemungut pajak (Bird, 2018). Sehingga kekuasaan legitimasi
dianggap lebih lembut dan ampuh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif
yang dipandang menekan dan menyeramkan oleh wajib pajak (Han et al., 2015 dan Nurunnabi, 2019).
Sehingga peneliti berhipotesis sebagai berikut:

H.: Kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif.

Lebih lanjut, Gangl et al. (2015) mengasumsikan dua mekanisme yang secara umum mengatur
dinamika antara kepercayaan dan kekuasaan. Mekanisme pertama mengasumsikan bahwa kekuasaan
koersif dan kepercayaan implisit saling mengurangi satu sama lain. Asumsi ini sesuai dengan pernyataan
Kirchler dalam Gangl et al. (2015) yang menyatakan bahwa kekuasaan koersif dimanifestasikan oleh
kontrol dan denda yang ketat, terutama jika ditujukan pada individu, hal itu memicu penalaran yang
disengaja mengenai kemungkinan keuntungan dan kerugian serta risiko ketidakpatuhan dan oleh karena itu
dapat mengurangi kepercayaan implisit. Namun disisi lain kepercayaan implisit juga mengurangi
kekuasaan koersif. Orang-orang yang percaya secara implisit mendasarkan kepercayaan otomatis mereka
pada norma-norma bersama, nilai-nilai yang diisyaratkan, dan kebiasaan. Oleh karena itu, audit dan denda,
yang merupakan bagian dari kekuasaan koersif, dianggap tidak perlu.

Mekanisme kedua dari Gangl et al. (2015) mengasumsikan bahwa kekuasaan legitimasi dan
kepercayaan berbasis alasan saling meningkatkan satu sama lain dan dapat dilihat sebagai dua sisi mata
uang yang sama. Alasannya adalah wajib pajak memperoleh kepercayaan berbasis alasan karena otoritas
pajak dengan kekuasaan legitimasi dianggap kompeten untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam
hal perpajakan (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015). Oleh karena itu kekuasaan legitimasi

memberikan alasan untuk mempercayai otoritas pajak. Disisi lain kepercayaan berbasis alasan juga
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meningkatkan kekuasaan legitimasi karena kepercayaan berbasis alasan muncul dari dan mengarah pada
pengakuan legitimasi otoritas dan penerimaan otoritas (Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al., 2015).
Kekuasaan otoritas diasumsikan mempengaruhi kognisi individu, seperti kepercayaan pada otoritas
dan bahkan kepatuhan (Gangl et al., 2015). Hofmann et al. (2017) berpendapat bahwa kepercayaan tidak
hanya sebagai moderator tetapi juga mediator antara kekuasaan dan Kerjasama kepatuhan pajak. Kekuasaan
yang koersif dan legitimasi memengaruhi kepercayaan dan akibatnya dapat memengaruhi kerja sama
dengan pihak berwenang. Berdasarkan pendapat Hofmann et al. (2017) peneliti berhipotesis sebagai
berikut:
Hs: Kekuasaan otoritas pajak dapat berinteraksi dengan kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan
pajak.

Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode eksperimen. Penelitian eksperimen ini
menggunakan desain faktorial 2x2 (dua pada dua). Desain penelitian ini menggunakan desain between-
subjects, artinya setiap partisipan hanya akan diberi satu dari empat kondisi.

Partisipan dalam penelitian ini merupakan Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi dan Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nahartyo (2013: 175) menyatakan bahwa dalam literatur
psikologi perilaku, subjek mahasiswa tidak berbeda dengan perilaku subjek yang berasal dari latar belakang
yang berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa penelitian dalam dunia psikologi lebih
ditekankan pada aspek bagaimana manusia memproses informasi dan mengambil keputusan secara umum.
Lebih lanjut Nahartyo (2013: 176) menyatakan bahwa literatur psikologi menunjukkan pengambilan
keputusan di dunia nyata memiliki pola dan karakteristik pemrosesan informasi yang sama dengan
mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Harahap et al. (2020) yang menyatakan bahwa mahasiswa
merupakan surrogate yang tepat pada penelitian yang berfokus pada kemampuan kognitif. Febrianto (2015)
dalam Harahap (2020) juga menyatakan bahwa jika penelitian eksperimen bertujuan untuk menguji teori
maka penggunaan mahasiswa sebagai surrogate praktisi dapat diterima. Dengan demikian penggunaan
mahasiswa sebagai surrogate dalam penelitian ini dapat diterima.

Partisipan diundang secara sukarela untuk menjadi partisipan dalam penelitian ini. Karakteristik
untuk mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Andalas sudah mendapatkan matakuliah perpajakan.
Sedangkan untuk partisipan yang berasal dari mahasiswa S2 Akuntansi Universitas Andalas tidak ada
karakteristik minimal untuk dapat menjadi partisipan dalam penelitian ini. Jumlah partisipan keseluruhan

pada penelitian ini adalah 97 mahasiswa.
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Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kepatuhan pajak merupakan variabel dependen, dan variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak
serta variabel kekuasaan otoritas pajak sebagai variabel independen. Manipulasi pertama adalah
kepercayaan terhadap otoritas pajak (implisit atau berbasis alasan). Manipulasi kedua adalah kekuasaan
otoritas pajak (legitimasi atau koersif).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak, yaitu perilaku sadar seseorang
dalam memenuhi kewajiban pajaknya (McKee et al., 2018). Pengukuran variabel dependen pada penelitian
ini dilakukan dengan memaodifikasi kasus Misra & Suwardi (2016). Dalam hal ini pengukuran kepatuhan
pajak dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pajak yang dibayar partisipan dengan jumlah pajak
yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Pengukuran variabel kepercayaan terhadap otoritas pajak diukur dengan variabel dummy, yaitu
pemberian skor 1 atau 0. Skor 1 digunakan untuk kondisi kepercayaan implisit dan skor 0 digunakan untuk
kondisi kepercayaan berbasis alasan. Manipulasi ini dibuat berdasarkan indikator dari Gangl et al. (2013);
Gangl et al. (2015) dan Cyan et al. (2017). Manipulasi yang diberikan berbentuk informasi pada saat tugas
eksperimen berjalan.

Pengukuran variabel kekuasaan otoritas pajak menggunakan variabel dummy, yaitu pemberian
skor 1 atau 0. Skor 1 digunakan untuk kondisi kekuasaaan legitimasi dan skor 0 digunakan untuk kondisi
kekuasaan koersif. Manipulasi ini menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Hofmann et al.
(2014). Manipulasi yang diberikan berbentuk informasi pada saat tugas eksperimen berjalan.

Prosedur Penugasan

Setiap partisipan akan diberikan instrument eksperimen berupa penjelasan kasus. Pada setiap kasus
partisipan akan bertindak sebagai Wajib Pajak. Terdapat empat perlakuan dalam penelitian ini, antara lain
sebagai berikut:

Tabel 1. Perlakuan

Kekuasaan Otoritas Pajak

Perlakuan
Legitimasi Koersif
Kepercayaan Terhadap Implisit Perlakuan 1 Perlakuan 2
Otoritas Pajak Berbasis Alasan Perlakuan 3 Perlakuan 4

Sumber: Data Penelitian, 2022
Pada setiap perlakuan partisipan akan diberikan informasi awal mengenai perannya. Partisipan
akan mendapat informasi mengenai usaha yang dijalankannya. Selanjutnya partisipan diberi peran sebagai

wajib pajak yang harus mengajukan pajaknya secara mandiri kepada otoritas. Dan partisipan juga diberi
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informasi yang berkaitan dengan otoritas pemungut pajak. Pada tahap akhir partisipan akan diminta untuk
memberikan keputusan mengenai berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan. Pada penelitian ini partisipan
diminta untuk menjawab pertanyaan manipulation check. Manipulation check beguna untuk melihat apakah
partisipan sudah berada dalam kondisi manipulasi yang diinginkan peneliti.
Teknik Analisis Data

Pengujian dilakukan menggunakan pengujian statistik deskriptif dimulai dari pengecekan
manipulasi data yaitu memilih data yang layak diolah dengan menggunakan rerata teoritis. Setelah itu
dijabarkan data demografi partisipan, pengujian randomisasi serta pengujian homogenitas. Setelah data
memenuhi syarat maka dilakukanlah pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji Analysis of
Variance (ANOVA) untuk pengujian hipotesis. ANOVA digunakan untuk membandingkan kecenderungan
individu untuk melakukan kepatuhan pajak bila kasus kepercayaan implisit atau kepercayaan berbasis
alasan, dan kekuasaan legitimasi atau kekuasaan koersif.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Pelaksanaan Eksperimen

Riset ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Partisipan pada riset ini merupakan
mahasiswa S1 Akuntansi yang berjumlah 58 partisipan dan mahasiswa Magister Akuntansi yang berjumlah
39 partisipan. Total partisipan keseluruhan adalah 97 partisipan, mereka dibagi berdasarkan perlakuan yang
didapatkan secara abstrak.

Partisipan pada kelompok 1 mendapatkan perlakuan 1 yaitu kepercayaan implisit dan kekuasaan
legitimasi, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 25 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 2
mendapatkan perlakuan 2 yaitu kepercayaan implisit dan kekuasaan koersif, partisipan pada perlakuan ini
sebanyak 24 partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 3 mendapatkan perlakuan 3 yaitu
kepercayaan berbasis alasan dan kekuasaan legitimasi, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 24
partisipan. Partisipan yang berada dalam kelompok 4 mendapatkan perlakuan 4 yaitu kepercayaan berbasis
alasan dan kekuasaan koersif, partisipan pada perlakuan ini sebanyak 24 partisipan.

Namun setelah dilakukan manipulation check, maka diketahui bahwa partisipan yang gagal
berjumlah 18 partisipan. Hal ini disebabkan karena partisipan tersebut salah dalam menjawab pertanyaan
yang ada dalam manipulation check. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipan yang gagal tersebut
tidak mempunyai pemahaman yang memadai atas manipulasi yang diberikan serta tidak berada pada
perlakuan yang diinginkan oleh peneliti. Oleh sebab itu, data yang diberikan oleh partisipan yang gagal

melewati manipulation check tidak layak diolah. Berdasarkan hal tersebut maka partisipan yang lolos
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adalah sebanyak 79 partisipan. Pada kelompok 1 terdapat 19 partisipan, kelompok 2 terdapat 19 partisipan,
kelompok 3 terdapat 20 partisipan, dan kelompok 4 terdapat 21 partisipan.

Deskriptif Partisipan
Data diperoleh dari 97 partisipan, namun 18 partisipan gagal dalam menjawab cek manipulasi,
sehingga data yang dapat diolah sebanyak 79 partisipan. Adapun demografi dari 79 partisipan berdasarkan

jenis kelamin dan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Demografi Partisipan

Keterangan Jumlah Persentase

Jenis Kelamin

Laki-Laki 21 26.6%
Perempuan 58 73.4%
Total 79 100.0%

Pendidikan yang Ditempuh

S1 Akuntansi 39 49.4%
S2 Akuntansi 40 50.6%
Total 79 100.0%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Partisipan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 21 partisipan dengan persentase 26.6%,
sedangkan partisipan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 partisipan dengan persentase 73.4%.
Partisipan yang sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi berjumlah 39 partisipan dengan persentase
49.4%, sedangkan partisipan yang sedang menempuh pendidikan S2 Akuntansi berjumlah 40 partisipan
dengan persentase 50.6%. Selanjutnya dilakukan pengujian randomisasi.
Uji Randomisasi

Uji randomisasi digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dalam karakteristik
demografi responden diantara perlakuan eksperimen. Hasil uji randomisasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Randomisasi

Keterangan Jumlah Kuadrat df F Sig.
Jenis Kelamin 354.308 78 0.687 0.410
Pendidikan 1656.684 78 3.211 0.077

Sumber: Data Olahan, 2022
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Hasil pengujian randomisasi yang disajikan diatas menunjukkan demografi jenis kelamin yang
memiliki nilai F sebesar 0,687 dan nilai probabilitas (p) sebesar 0,410 (>0,05). Nilai F untuk demografi
pendidikan yang ditempuh sebesar 3,211 serta dengan tingkat probabilitas (p) sebesar 0,077 (>0,05). Dari
hasil pengujian randomisasi maka diketahui bahwa perlakuan telah ekuivalen dan dapat dikontrol secara

layak.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas ini digunakan agar peneliti dapat melihat apakah perlakuan pada keempat
kelompok memiliki varian yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas ini dilakukan supaya
partisipan yang menjadi subjek dalam riset ini memiliki varian yang homogen agar asumsi Analysis of
Variance terpenuhi. Berikut disajikan hasil uji homogenitas menggunakan Levene test:

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas
F dfl df2 Sig.
2.194 3 75 0.096
Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil uji homogenitas diatas, nilai signifikansi levene test menunjukkan nilai F sebesar
2.194 dan nilai p sebesar 0,096. Hasil tersebut membuktikan bahwasanya tiap-tiap kelompok partisipan
memiliki kesamaan dalam hal tingkat homogenitas varian (0,096 > 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa

data telah memenuhi syarat untuk pengujian ANOVA.

Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis ini menggunakan uji ANOVA dengan batas signifikansi 0,05. Hasil uji ini dapat
digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Berikut disajikan

hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan ANOVA:
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Tabel 5. Mean (Deviasi Standar) dan Partisipan Setiap Perlakuan

Kekuasaan Otoritas Pajak Total
PERLAKUAN Kepercayaan
Legitimasi Koersif pada Otoritas
Pajak
90,53 85,26 87,89
(19,285) (22,698) (20,945)
Kepercayaan pada 19 19 38
Otoritas Pajak 82,50 67,00 74,56
Berbasis Alasan (23,705) (19,723) (22,868)
20 21 41
86,41 75,67 80,97
Total Kekuasaan Otoritas Pajak (21,764) (22,860) (22,830)
39 40 79
Sumber: Data Olahan, 2022
Tabel 6. Hasil Uji ANOVA Tests of Between-Subjects Effects
Source Type {11 Sum Mean Square F Sig.
of Squares
Intercept 521550,135 1 521550,135 1136,261 ,000
Kepercayaan 3406,590 1 3406,590 7,422 ,008
Kekuasaan 2124921 1 2124921 4,629 ,035
Kepercayaan * Kekuasaan 516,521 1 516,521 1,125 ,292
Error 34425,421 75 459,006

Sumber: Data Olahan, 2022

Hipotesis pertama memprediksi bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kepercayaan

implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak lebih

tinggi pada saat kepercayaan implisit dibandingkan pada saat kepercayaan berbasis alasan. Hal ini

dibuktikan dengan nilai mean kepercayaan implisit yang lebih besar dibandingkan kepercayaan berbasis

alasan (87,89 > 74,56). Hasil uji inverensial pada tabel 6 menunjukkan perbedaan ini signifikan (F = 7,422;
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Sig. = 0,008). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan implisit memberikan efek kepatuhan yang lebih
tinggi dari pada kepercayaan berbasis alasan. Temuan ini menunjukkan bahwa H1 terdukung.

Hipotesis kedua memprediksi bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kekuasaan
legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif. Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi
pada saat kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat kekuasaan koersif. Hal ini dibuktikan dengan nilai
mean kekuasaan legitimasi yang lebih besar dibandingkan kekuasaan koersif (86,41 > 75,67). Hasil uji
inverensial pada tabel 6 menunjukkan perbedaan ini signifikan (F = 4,629; Sig. = 0,035). Hal ini
menunjukkan bahwa kekuasaan legitimasi memberikan efek kepatuhan yang lebih tinggi dari pada
kekuasaan koersif. Temuan ini menunjukkan bahwa H2 terdukung.

Hipotesis ketiga memprediksi bahwa kekuasaan otoritas pajak berinteraksi dengan kepercayaan
dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 1,125 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,292. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara kekuasaan otoritas
pajak dengan kepercayaan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi
yang melebihi batas signifikan yang telah ditentukan (0,292 > 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa H3
tidak terdukung.

Pembahasan

Hasil dari pengolahan data yang terdapat dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan
lebih tinggi pada saat kepercayaan implisit (rata rata = 87,89) dibandingkan pada saat kepercayaan berbasis
alasan (rata-rata = 74,56). Tabel 6 menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan (F = 7,422; Sig. =
0,008). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kepercayaan implisit
dibandingkan kepercayaan berbasis alasan. Hal ini dikarenakan pada kepercayaan implisit wajib pajak
menganggap otoritas pajak merupakan bagian dari kelompok yang sama dengan mereka, maka otoritas
pajak akan dievaluasi secara positif melalui reaksi otomatis dan cepat oleh wajib pajak sehingga akan
menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi.

Namun pada kepercayaan berbasis alasan reaksi yang ditimbulkan membutuhkan usaha dan
bertahap. Hal ini dikarenakan pada kepercayaan berbasis alasan pihak wajib pajak akan mengevaluasi
tujuan otoritas pajak, kompetensi otoritas pajak, peluang dan bahaya, serta persepsi kualitas kelembagaan
otoritas pajak. Sehingga membuat kepercayaan berbasis alasan didasarkan pada kognisi yang lambat. Hal
ini menjadikan kepercayaan berbasis alasan tidak menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi jika
dibandingkan dengan kepercayaan implisit.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Tanis & Postmes (2005) dalam Gangl et
al. (2015). Serta temuan ini juga didukung oleh Castelfranchi & Falcone dalam Gangl et al. (2015) yang
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menyatakan bahwa pengalaman positif yang berulang-ulang mengarah pada harapan implisit bahwa pihak
lain menghormati norma dan praktik yang disepakati. Dengan demikian, kepercayaan berbasis alasan
(reason-based trust) menurun dalam jangka panjang, sementara kepercayaan implisit (implicit trust)
meningkat seiring waktu.

Berikutnya Tabel 5 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada saat kekuasaan
legitimasi (rata-rata = 86,41) dibandingkan pada saat kekuasaan koersif (rata-rata = 75,67). Tabel 6
menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan (F = 4,629; Sig. = 0,035). Maka dapat disimpulkan
bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat adanya
kekuasaan koersif. Hal ini disebabkan karena kekuasaan legitimasi (legitimate power) dapat digunakan
untuk merangkul dan menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan otoritas pajak sehingga dapat
meyakinkan wajib pajak agar bekerja sama, sedangkan kekuasaan koersif (coercive power) digunakan
melalui pemberian sanksi dan denda kepada wajib pajak sehingga menciptakan iklim permusuhan.

Dengan demikian, orang-orang yang berurusan dengan kekuasaan koersif dapat segera merasakan
emosi yang tinggi, sehingga akan merasakan marah dan dapat memberikan perlawanan timbal balik.
Sedangkan pada kekuasaan legitimasi, kekuasaan ini dianggap lebih ramah karena berasal dari evaluasi
positif wajib pajak atas kekuasaan otoritas pajak yang dihubungkan dengan sikap positif otoritas pajak.
Evaluasi positif ini berdasarkan transparansi, keadilan, peraturan yang sah, penyediaan informasi yang
relevan, dan layanan yang mendukung. Sehingga wajib pajak akan lebih mudah menerima kekuasaan
legitimasi dibandingkan kekuasaan koersif dalam hal kepatuhan pajak.

Temuan ini sesuai dengan Gangl et al. (2012) yang menyatakan bahwa kekuasaan legitimasi dapat
menyebabkan keberhasilan dalam pekerjaan otoritas pajak. Temuan ini didukung oleh penelitian Bogataj
et al. (2016) yang menyebutkan bahwa kekuasaan koersif (coercive power) justru menurunkan kepatuhan
pajak. Temuan pada penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Han et al. (2015) dan Nurunnabi (2019)
yang menyatakan bahwa kekuasaan legitimasi (legitimate power) dianggap lebih ramah dan efektif dalam
mendorong kepatuhan pajak dibandingkan kekuasaan koersif (coercive power) yang dipandang menekan
dan menakutkan bagi wajib pajak.

Tabel 6 menunjukkan interaction effect dari kekuasaan dan kepercayaan dengan nilai F sebesar
1,125 dan signifikansi sebesar 0,292 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan
otoritas pajak tidak mempengaruhi hubungan antara kepercayaan pada otoritas pajak dengan kepatuhan
pajak. Mas’ud et al. (2019) menyatakan bahwa sebagian besar negara di Asia menganggap kekuasaan
otoritas sebagai sistem yang biasa, dengan demikian persepsinya akan sulit untuk dibangun. Berdasarkan
pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada sebagian besar negara di Asia wajib pajak tidak

menganggap kekuasaan sebagai variabel penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak mereka.
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Akhirnya, hubungan yang signifikan antara kedua variabel independent dengan kepatuhan pajak akan sulit
untuk dibangun.

Temuan pada penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono &
Cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa efek interaksi antara variabel pemeriksaan dan kepercayaan
tidak signifikan, serta efek interaksi variabel kepercayaan dan denda tidak signifikan. Hasil penelitian ini
juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas’ud et al. (2014) yang menemukan bahwa, efek
interaksi dari kepercayaan pada otoritas dan kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak signifikan.
Berikutnya Mas’ud et al. (2019) juga mendukung hasil penelitian ini, mereka menemukan bahwa tidak
terdapat efek interaksi kepercayaan pada otoritas pajak dengan kekuasaan otoritas dalam mempengaruhi
kepatuhan pajak di 158 negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak
begitu kuat jika dibandingkan dengan pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan pajak. Hal menarik
lainnya dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak akan akan dapat
ditegakkan secara maksimal melalui kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi. Hal ini dikarenakan
kepercayaan implisit timbul dengan cepat melalui reaksi otomatis dan kekuasaan legitimasi digunakan
untuk merangkul sehingga menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan otoritas pajak yang
menyebabkan wajib pajak dapat bekerja sama, dan berdampak pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih

tinggi.

Kesimpulan

Hasil penelitian membuktikan tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi pada saat adanya kepercayaan
implisit dibandingkan kepercayaan berbasis alasan, dan kepatuhan juga lebih tinggi pada saat adanya
kekuasaan legitimasi dibandingkan pada saat adanya kekuasaan koersif. Hasil penelitian ini turut
membuktikan bahwasanya kekuasaan otoritas pajak tidak mempengaruhi hubungan antara kepercayaan
pada otoritas pajak dengan kepatuhan pajak. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh
kekuasaan otoritas terhadap kepatuhan pajak tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan pengaruh
kepercayaan terhadap kepatuhan pajak.

Hal menarik lainnya dari penelitian ini, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak
akan dapat ditegakkan secara maksimal melalui kombinasi kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi.
Hal ini dikarenakan kepercayaan implisit timbul dengan cepat melalui reaksi otomatis dan kekuasaan

legitimasi digunakan untuk merangkul sehingga menciptakan iklim sinergis antara wajib pajak dengan
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otoritas pajak yang menyebabkan wajib pajak dapat bekerja sama, dan berdampak pada tingkat kepatuhan
pajak yang lebih tinggi.

Meskipun dalam kerangka penelitian ini terdapat dua faktor yang menentukan kepatuhan pajak,
ternyata faktor kepercayaan pada otoritas pajak lebih direspon oleh wajib pajak dan hal ini sejalan dengan
teori psikologi fiskal yang pertama kali dikemukakan oleh Schmdélders (1959) yang menjelaskan bahwa
wajib pajak akan lebih terdorong untuk membayar pajak jika pihak otoritas lebih dipercaya dan bukan
dengan paksaan dalam bentuk sanksi serta denda. Berdasarkan temuan penelitian ini penulis menyarankan
agar pihak otoritas pajak dapat menggunakan kepercayaan implisit dan kekuasaan legitimasi untuk
meningkatkan kepatuhan pajak, dibanding menggunakan kepercayaan berbasis alasan yang berdasarkan
pada kognisi yang lambat dan kekuasaan koersif yang dipandang menakutkan bagi wajib pajak. Dengan
menggunakan kekuasaan legitimasi, pihak otoritas pajak juga dapat mengurangi biaya dalam penegakan
kepatuhan pajak dibanding menggunakan kekuasaan koersif yang cenderung menghabiskan banyak biaya
untuk penegakan kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berkaitan dengan generalitas populasi. Pada penelitian ini
penulis hanya menggunakan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sebagai
partisipan. Di masa depan para peneliti dapat memberikan perhatian khusus pada variabel demografi
dengan cara memperbesar jumlah dan populasi partisipan dalam penelitian, sehingga cakupan hasil

penelitian yang didapat juga akan lebih luas.

Lampiran

KASUS

Anda adalah seorang pengusaha pakan ternak yang sukses di kota Payakumbuh. Usaha anda sudah
cukup terkenal sehingga membuat usaha yang sudah anda tekuni selama 3 tahun menjadi semakin besar
dan memiliki pendapatan yang cukup menjanjikan. Pada tahun 2021 anda memiliki total omzet sebesar Rp.
950.000.000. Pada akhir tahun 2021 anda ditunjuk langsung oleh Pemerintah daerah agar memasok pakan
ternak untuk Pemerintahan Daerah tersebut dalam 5 bulan kedepan, yakni bulan Januari, Februari, Maret,
April dan Mei tahun 2022. Penunjukan langsung dari Pemerintah Daerah bernilai Rp100.000.000 per bulan.
Sebagai syarat sebelum menandatangai kontrak tersebut, usaha anda harus berbentuk CV, dan tentunya
harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan berbagai syarat lainnya yang harus
dilengkapi.

Oleh karena itu semenjak akhir tahun 2021 anda mengurus semua keperluan untuk pengurusan

usaha anda menjadi CV. Di awal bulan Januari 2022 usaha anda sudah terdaftar sebagai CV. Anda memberi
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nama usaha anda sebagai CV. PAKAN BERKAH. Pada bulan Januari usaha anda sudah terdaftar sebagai
wajib pajak UMKM. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha anda adalah 0,5%, hal ini sesuai
dengan pengenaan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pada

akhirnya kontrak usaha anda dengan Pemerintah Daerah untuk pengadaan pakan ternak sudah berlaku.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 1

1. Anda sudah menyadari dari berita yang ditayangkan di televisi bahwa jujur dalam perpajakan itu baik
dan pajak yang dihimpun juga selalu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan,
jembatan dan sarana lainnya.

2. Pemerintah saat ini dibentuk setelah pemilihan umum yang demokratis, hal ini anda ketahui dari
pengamat pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan adil.

3. Orang tua anda adalah seorang yang bekerja di kantor pajak, sehingga membuat orang tua anda dan
keluarga lainnya selalu taat membayar pajak.

4. Pemerintah menyediakan otoritas pajak dengan undang-undang yang konsisten untuk mengadili para
penghindar pajak.

5. Kakek anda adalah seorang veteran perang, sehingga membuat beliau menasihati anak dan cucunya
untuk menghargai negara yang telah diperjuangkannya dengan cara membayar pajak.

6. Diketahui bahwa otoritas pajak membuat kelonggaran untuk wajib pajak tentang kesalahan kecil dan
juga yang datang dari pemeriksaan yang keliru.

7. Pihak otoritas pajak selalu tersenyum saat melayani anda.

8. Otoritas pajak terbukti efisien. Serta kompetensi pegawai mengenai nasihat yang diberikan untuk
wajib pajak dan proses pemeriksaan sudah diakui.

9. Pihak otoritas pajak selalu berbicara dengan nada yang ramah saat melayani anda.

10. Otoritas pajak menawarkan banyak informasi untuk mendukung persiapan pengembalian pajak.
Begitu pula dengan prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi para penghindar pajak yang sangat
transparan.

11. Secara umum, otoritas pajak memiliki reputasi yang baik dan dihormati karena pekerjaannya.
Sehingga menghasilkan pengaruh yang besar terhadap fungsi otoritas pajak melalui kerjasama antara

wajib pajak dengan otoritas pajak.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 2
1. Anda sudah menyadari dari berita yang ditayangkan di televisi bahwa jujur dalam perpajakan itu baik
dan pajak yang dihimpun juga selalu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan,

jembatan dan sarana lainnya.

Homepage : http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/

16


http://journal.ubm.ac.id/index.php/

Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.16 (No.1) : Hal 1-22

Otoritas pajak sangat tegas menindak kecurangan pajak.

Orang tua anda adalah seorang yang bekerja di kantor pajak, sehingga membuat orang tua anda dan
keluarga lainnya selalu taat membayar pajak.

Probabilitas usaha anda diaudit adalah 50%.

Kakek anda adalah seorang veteran perang, sehingga membuat beliau menasihati anak dan cucunya
untuk menghargai negara yang telah diperjuangkannya dengan cara membayar pajak.

Denda yang diberlakukan jika ditemukan penggelapan pajak sangat besar.

Pihak otoritas pajak selalu tersenyum saat melayani anda.

Denda yang diberlakukan adalah sebesar 50% dari jumlah pajak yang digelapkan.

Pihak otoritas pajak selalu berbicara dengan nada yang ramah saat melayani anda.

Setelah pemeriksaan pajak, ada imbalan finansial sebesar 10% dari pajak yang dilaporkan untuk
pengajuan pajak yang benar terlepas dari jumlah penghasilan Anda. Jumlah tersebut dikreditkan ke
SPT tahun berikutnya.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 3

1.

Anda tinggal disuatu daerah yang hanya memiliki akses masuk melalui satu jembatan, suatu ketika
jembatan tersebut roboh, dan pejabat langsung sigap membangun kembali jembatan yang roboh
tersebut. Ternyata jembatan tersebut langsung dapat dibangun kembali secara cepat karena dana dari
perpajakan yang dihimpun cukup memadai.

Pemerintah saat ini dibentuk setelah pemilihan umum yang demokratis, hal ini anda ketahui dari
pengamat pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan adil.
Orang tua anda adalah pengusaha percetakan dan advertising. Pada saat orang tua anda ingin
melaporkan jumlah pajak, ternyata ada kesalahan yang orang tua anda buat dalam pelaporan pajak
tersebut, seharusnya jumlah nominal yang dilaporkan lebih kecil dari apa yang sudah orang tua anda
buat di pelaporan pajak tersebut. Sebelumnya anda juga sudah memeriksa laporan pajak tersebut
sebelum dilaporkan ke otoritas pajak. Ternyata pihak otoritas pajak menemukan kesalahan yang ada
dalam pelaporan tersebut. Dan otoritas pajak tersebut memberitahu orang tua anda bahwa ada
kesalahan dalam pelaporan pajak tersebut. Sehingga membuat orang tua anda tidak jadi melaporkan
pajak lebih dari yang seharusnya.

Pemerintah menyediakan otoritas pajak dengan undang-undang yang konsisten untuk mengadili para

penghindar pajak.
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Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui
bahwasanya pihak otoritas pajak memiliki kompetensi yang memadai serta tidak ingin merugikan
wajib pajak.

Diketahui bahwa otoritas pajak membuat kelonggaran untuk wajib pajak tentang kesalahan kecil dan
juga yang datang dari pemeriksaan yang keliru.

Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui
bahwasanya pihak otoritas pajak mempunyai niat baik terhadap wajib pajak.

Otoritas pajak terbukti efisien. Serta kompetensi pegawai mengenai nasihat yang diberikan untuk
wajib pajak dan proses pemeriksaan sudah diakui.

Saat anda berada di kantor pajak, anda membaca banner yang bertuliskan bahwasanya tingkat korupsi
lembaga pajak hanya 1%, dari hal tersebut anda dapat mengetahui bahwa lembaga pajak berkualitas
baik.

Otoritas pajak menawarkan banyak informasi untuk mendukung persiapan pengembalian pajak.
Begitu pula dengan prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi para penghindar pajak yang sangat
transparan.

Secara umum, otoritas pajak memiliki reputasi yang baik dan dihormati karena pekerjaannya.
Sehingga menghasilkan pengaruh yang besar terhadap fungsi otoritas pajak melalui kerjasama antara

wajib pajak dengan otoritas pajak.

INFORMASI UNTUK PERLAKUAN 4

1.

2.
3.

Anda tinggal disuatu daerah yang hanya memiliki akses masuk melalui satu jembatan, suatu ketika
jembatan tersebut roboh, dan pejabat langsung sigap membangun kembali jembatan yang roboh
tersebut. Ternyata jembatan tersebut langsung dapat dibangun kembali secara cepat karena dana dari
perpajakan yang dihimpun cukup memadai.

Otoritas pajak sangat tegas menindak kecurangan pajak.

Orang tua anda adalah pengusaha percetakan dan advertising. Pada saat orang tua anda ingin melaporkan
jumlah pajak, ternyata ada kesalahan yang orang tua anda buat dalam pelaporan pajak tersebut,
seharusnya jumlah nominal yang dilaporkan lebih kecil dari apa yang sudah orang tua anda buat di
pelaporan pajak tersebut. Sebelumnya anda juga sudah memeriksa laporan pajak tersebut sebelum
dilaporkan ke otoritas pajak. Ternyata pihak otoritas pajak menemukan kesalahan yang ada dalam
pelaporan tersebut. Dan otoritas pajak tersebut memberitahu orang tua anda bahwa ada kesalahan dalam
pelaporan pajak tersebut. Sehingga membuat orang tua anda tidak jadi melaporkan pajak lebih dari yang

seharusnya.
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. Probabilitas usaha anda diaudit adalah 50%.

. Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui
bahwasanya pihak otoritas pajak memiliki kompetensi yang memadai serta tidak ingin merugikan wajib
pajak.

. Denda yang diberlakukan jika ditemukan penggelapan pajak sangat besar.

. Berdasarkan pengalaman saat melaporkan pajak usaha orang tua anda, maka anda mengetahui
bahwasanya pihak otoritas pajak mempunyai niat baik terhadap wajib pajak.

. Denda yang diberlakukan adalah sebesar 50% dari jumlah pajak yang digelapkan.

. Saat anda berada di kantor pajak, anda membaca banner yang bertuliskan bahwasanya tingkat korupsi
lembaga pajak hanya 1%, dari hal tersebut anda dapat mengetahui bahwa lembaga pajak berkualitas
baik.

10. Setelah pemeriksaan pajak, ada imbalan finansial sebesar 10% dari pajak yang dilaporkan untuk

pengajuan pajak yang benar terlepas dari jumlah penghasilan Anda. Jumlah tersebut dikreditkan ke
SPT tahun berikutnya.

MANIPULATION CHECK
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan pengalaman anda tentang eksperimen yang baru saja

anda laksanakan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih untuk pertanyaan nomor 1 dan 2.

1. Apakah anda mempercayai otoritas pajak karena pengalaman yang anda alami

sendiri?

Ya, saya mempercayai otoritas karena saya melihat langsung bagaimana otoritas
A | bersikap jujur saat ada kesalahan pelaporan, sehingga membuat wajib pajak tidak

jadi melaporkan pajak lebih dari yang seharusnya.

Tidak, saya mempercayai otoritas pajak karena pemberitaan televisi dan karena
B | keluarga saya adalah orang yang taat dalam hal perpajakan, sehingga membuat
saya juga ikut taat dalam hal perpajakan.

2. Apakah otoritas pajak menerapkan denda yang berat?
A | Ya
B | Tidak.
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